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BABI

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Manusia sebagai mahkluk hidup memiliki banyak kebutuhan untuk
menunjang kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia
mengadakan interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi manusia dengan manusia
lain biasanya dilakukan dengan berbagai usaha. Bekerja sebagai pekerja adalah salah

satu bentuk usaha atau wujud dari interaksi tersebut’.

Seiring dengan majunya zaman dan lajunya pertumbuhan penduduk di
Indonesia, dan perusahaan-perusahaan pun semakin berkembang terutama yang
membidangi berbagai sektor industri, maka bekerja sebagi salah satu bentuk
usaha/wujud interaksi tersebut mengalami berbagai kendala. Kendala yang paling
dasar dan utama adalah mengenai masalah ketenagakerjaan dan lapangan pekerjaan
yang dihadapi oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah-masalah

pengangguran. Karena kenyataan telah membuktikan bahwa faktor ketenagakerjaan

! Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008, him., 2.




sebagai sumber daya manusia yang merupakan sarana yang sangat dominan dalam
kehidupan suatu bangsa, karena merupakan faktor penentu bagi mati dan hidupnya

suatu bangsaz.

Setiép perusahaan, baik yang bergerak dalam bidang jasa, dagang maupun
manufaktur, membutuhlén suatu sistem perencanaan yang baik. Didalam
melaksanakan perencanan tersebut, perusahaan membutuhkan sistem perencanaan
yang baik. Didalam perencanaan tersebut, perusahaan dituntut untuk memiliki suatu
sistem pengendalian intern guna meningkatkan mekanisme pengendalian yang efektif
dan efisien, sehingga sasaran dan tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan apa
yang diharapkan. Pengendalian intern memegang peranan penting bagi perusahaan
dan dapat berjalan efektif jika sistem-sistem yang ada di dalam pengendalian tersebut
sudah layak dan tepat. Untuk menunjang terlaksananya sistem pengendalian yang
baik, suatu perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, cakap,

terdidik, ulet dan jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam pelaksanaanya setiap perusahaan atau badan hukum menciptakan hak
dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Salah satu hak pekerja adalah menerima
upah atau gaji sesuai dengan sistem pengupahan yang telah disepakati bersama..
Sistem penggajian dan pengupahan adalah sistem yang melibatkan beberapa orang

karyawan atau pegawai sebagai tenaga kerja di dalam suatu perusahaan. Sistem

2Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian, PT.Raja Persada, Jakarta: 1999, him ., 1.




penggajian dan pengupahan merupakan hal yang sangat penting, mengingat bahwa
menjaga tingkat gaji dan upah yang bersaing akan mempermudah upaya untuk
mendapatkan dan mempertahankan personil yang bermutu. Manusia sebagai tenaga
kerja akan setia bekerja di perusahaan, jika perusahaan menjamin untuk memberikan
imbalan yang layak secara kemanusiaan dan sesuai dengan sumbangan jasa yang

diberikan tenaga kerja®.

Tanpa adanya tenaga kerja, tidak akan mungkin perusahaan itu akan jalan
dengan baik dan akan berpartisipasi dalam pembangunan. Menyadari akan
pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu
dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan
pekerjaannya. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja
(buruh) agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal
mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin.
Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam
praktek sehari-hari berguna untuk mempertahankan produktivitas dan kesetabilan

perusahaan.

Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan

tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia,

*Kutipan Laporan Akhir Politeknik Negeri Sriwijaya, Analisis Terhadap System

Pengendalian Intern Atas Penggajian dan Pengupahan P.T Darma Lautan Cabang Palembang,
Pustaka.Polisriwijaya.ac.id diakses tanggal 4 april 2009.



perlindungan fisik dan teknis serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam

lingkungan kerja itu.

Dalam hubungan antar pekerja (buruh) dan majikan (perusahaan), secara
yuridis buruh adalah bebas, karena prinsip Negara kita tidak seorang pun boleh
diperbudak, maupun diperhamba, tetapi secara sosiologi buruh itu tidak bebas sebagai
orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang lain selain tenaganya dan kadang-
kadang terpaksa untuk menerima hubungan kerja dengan majikan meskipun
memberatkan bagi buruh itu sendiri, lebih-lebih saat sekarang ini dengan banyaknya

tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia’.

Akibatnya tenaga buruh seringkali diperas oleh majikan dengan upahyang
relative kecil. Oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan
perundang-undangan untuk melindungi pihak yang lemah (buruh) dari kekuasaan

majikan guna menempatkannya pada kedudukan yang sesui dengn harkat martabat

manusia.

Pendapatan yang dihasilkan para tenaga kerja dalam suatu perusahaan sangat
berperan dalam hubungan kerja, dan bertitik tolak pada hubungan formal ini haruslah
tidak dilupakan bahwa seorang pekerja adalah seorang manusia dan dilihat segi

kemanusiaan sudah sewajarnya ia mendapatkan penghargaan yang layak, dalam arti

4 1bid., him., 4.



yang serba sederhana, hal ini sebagaimana dengan pendapat yang dikeluarkan oleh

Imam Sopomo.

Bagi buruh yang penting riil yaitu banyak tidaknya barang yang dapat dibeli

dengan jumlah uang untuk kehidupannya bersama dengan keluarganyas A

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada
pekerja/buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan
dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu
persetujuan, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu
perjanjian kerja antar pengusaha dengan pekerja/buruh termasuk tunjangan, baik
untuk sendiri maupun keluarga (Pasal la Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981

Tentang Perlindungan Upah)

Upah yang diterima pekerja/buruh sangatlah berarti sekali bagi kelangsungan
hidup mereka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, karena dengan penerimaan
upah seseorang dapat mewujudkan impian cita-citanya dan sekaligus juga dalam

rangka meningkatkan taraf hidup yang layak bagi kemanusia®.

Upah merupakan unsur yang sangat penting dalam syarat hubungan antara

pekerja dengn pihak pemberi kerja (pengusaha/majikan). Bagi pekerja, upah selain

5 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 1990, him., 131.

. Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jogjakarta: Pustaka Yustisia, 2008
m., 73. ’




merupakan motivasi kerja dalam meningkatkan produktivitas, juga merupakan
pendapatan/penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi diri pekerja dan
keluarganya. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2)
dinyatakan bahwa “setiap warga Negara berhak atas penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan”

Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak
adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya
sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara
wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan,

kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua’.

Penerapan sistem penggajian dan pengupahan yang baik dapat menciptakan
tercapainya kesepakatan kerja dalam suatu perusahaan. Untuk mengetahui apakah
sistem tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, maka sistem tersebut perlu diuji dan
diperiksa. Pemeriksaan ini dilakukan terutama dalam pembayaran upah dan realisasi
upah yang sesungguhnya. Untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh sistem
penggajian dan pengupahan tersebut, perusahaan memerlukan sistem pengendalian
intern yang baik, untuk mencapai tujuan perusahaan yang untuk mencapai tujuan

perusahaan yang diinginkan.

7 Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan



Sistem pengupahan juga harus disesuaikan dengan upah minimum
regional suatu daerah. Upah minimum regional adalah standar minimum yang
digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk membarikan upah kepada
pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah
minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak sesuai dengan
daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, upah minimum pekerja pada setiap
daerah (provinsi) atau kabupaten/kota belum tentu sama. Hal ini sangat dipengaruhi
oleh kelayakan standar hidup di daerah masing-masing. Semakin tinggi kelayakan
standar hidup suatu daerah, semakin tinggi upah minimum regionalnya. Upah
minimum ini ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari
Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Bupati/Walikota. Berkenaan dengan
pengupahan, para pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah
minimum yang ditetapkan Gubernur. Bagi pengusaha yang tidak bisa membayar upah
minimum dapat melakukan penangguhan pembayaran. Artinya, perusahaan bisa
membayarkannya jika keadaan keuangan telah memenuhi. Selain pengupahan yang
diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, ada lagi bentuk pengupahan
berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak (pekerja dan pemberi kerja ).Akan
tetapi, pengupahan berdasarkan kesepakatan ini tidak boleh lebih rendah dari
peraturan perundang yang berlaku, apabila dalam kesepakatan itu terjadi pengupahan

yang lebih rendah dari peraturan perundangan yang berlaku, maka



kesepakatan itu batal demi hukum, dan pengusaha yang bersangkutan wajib

membayar upah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku®.

Saat ini Upah Minimum Regional (UMR) juga dikenal dengan istilah upah
minimum propinsi (UMP) karena ruang cakupnya biasanya hanya meliputi suatu
propinsi. Menurut Badan Statistik Nasional Upah minimum Regional untuk wilayah

Sumatra Selatan khusunya Palembang untuk tahun 2009 adalah Rp.836.000/bulan.

Pengusaha dalam hal ini pemilik perusahaan harus memperkerjakan
buruh/pekerja sesuai dengan waktu kerja yang telah di tetapkan dalam peraturan
perundang-undangan Upah lembur merupakan upah yang diberikan oleh pengusaha
kepada pekerja karena pekerja telah melakukan pekerjaan lebih dari 7 (tujuh) jam
dalam sehari atau 40 (empat puluh) jam dalam seminggu terhadap pekerja yang
dilakukan dalam 6 hari kerja pada setiap minggu. Pekerjaan yang melakukan lebih
dari 8 jam dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu mendapatkan upah lembur®
Cara memperhitungkan upah lembur telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Tenaga Kerja No.kep-71/MEN/1984 tentang dasar perhitungan upah lembur.
Menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor 102 tahun 2004 bahwa Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah

8K utipan wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia bebas, Upah Minimum
www. Wikipedia.org.id diakses 25 maret 2009



http://www.Wikipedia.org.id

“Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”,
prinsip ini dikenal dengan asas “no work no pay”, asas ini tidak berlaku mutlak,
artinya dapat dikesampingkan hal-hal tertentu meskipun tidak dapat melakukan
pekerjaan tetapi berdasarkan peraturan hal tersebut dapat disimpangkan karena

pengecualian, pengecualian tersebut adalah :
a. Jika buruh sakit, sehingga tidak dapat melakukan pekrjaannya dengan
ketentuan sebagau berikut :

1. untuk 3 bulan pertama, dibayar 100% dari upah
2. untuk 3 bulan kedua, dibayar 75% dari upah
3. untuk 3 bulan ketiga, dibayar 50% dari upah
4. untuk 3 bulan keempat, dibayar 25% dari upah

b. Jika buruh tidak masuk kerja karena hal-hal sebagaimana dimaksud

dibawah ini, dengan ketentuan sebagi berikut

1. Buruh sendiri kawin, dibayar selama 2 hari
2. Menyunatkan anaknya, dibayar selama 1 hari

3. Membaptiskan anaknya, dibayar selama 1 hari



4. Mengawinkan anaknya, dibayar selama 2 hari
5. Anggota keluarganya meninggal dunia yaitu suami/istri, orang
tua/mertua atau anak, dibayar selama 1 hari.
c. 1. Pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaanya karena sedang
menjalankan kewajiban terhadap Negara.
2. Pekerja atau buruh melakukan tugas serikat pekerja atas persetujuan
perusahaan.
3. Pekerja atau buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
4. Pekerja atau buruh melaksanakan hak istirahat.
5. Pekerja atau buruh tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena
menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya (Undang-Undang
nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah).

Untuk menuju kearah sistem pembayaran upah yang bersih, maka upah harus

berupa uang, prinsip tersebut bahwa buruh akan tetap menggunakan upahnya secara
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bebas sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Penerapan prinsip tersebut sekali-
kali tidak mengurangi kemungkinan untuk memberikan sebagian upahnya dalam
bentuk lain. Bentuk lain adalah hasil produksi barang atau barang yang mempunyai

nilai ekonomi bagi buruh.

Denda dapat dikenakan pada perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak
dapat membayarkan upah buruh atau pekerjanya tepat waktu. Namun, denda juga
dapr diberikan kepada pekerja apabila pekerja melakukan pelanggaran yang disengaja
atau karena kelalaiannya. Selain denda, ada pula potongan, potongan dikenakan pada
pekerja hal ini dilakukan karena pekerja atau buruh mempunyai hutang terhadap
perusahaannya atau potongan dilakukan untuk membayar iuran organisasi serikat
pekerja atau hal lain dapat dilakukan apabila ada surat kuasa dari pekerja/buruh.
Tetapi apabila potongan yang merupakan suatu kewajiban yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yaitu mengenai kepesertaan Jamsostek atau pajak
penghasilan maka potongan tersebut tidak perlu adanya pembuatan surat kuasa dari

pekerja/buruh’.

Adapun aturan yang mengatur mengenai pengupahan terdapat pada pasal 88

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenangakerjaan yaitu :

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi

penghidupan

®Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Pustaka Yudistisia: Jogjakarta, 2008
him., 84. ’
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(2) yang layak bagi kemanusiaan

(3) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah

menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh

(4) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh  sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) meliputi :

a.

b.

C.

je

k.

Upah Minimum,;

Upah Kerja Lembur;

Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya;

Upah karena menjalankan hak waktu istrahat kerjanya;
Bentuk dan Cara pembayaran upah;

Denda dan potongan upah;

Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
Upah untuk pembayaran pesangon; dan

Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

(5) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagimana dimaksud dalam

ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan

memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
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Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud meneliti masalah tersebut pada
beberapa perusahaan dikotamadya Palembang yang dijadikan suatu bahn kajuan yang
berbentuk skripsi berjudul “Implementasi Pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada Beberapa Perusahaan di Kota Palembang ”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan

pokok yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Pasal 88 Undang-Undang No.13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan Pada Sistem pengupahan di PT. Ramayana daﬁ
PT. Sunan Ruber?

2. Apakah terdapat faktor penghambat di Implementasi Pasal 88 Undang-
Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pada P.T Ramayan

dan P.T Sunan Ruber?
C.Ruang Lingkup

Mengingat luasnya materi hukum ketenagkerjaan, maka perlu adanya

pembatasan ruang lingkup pembahasan agar analisisnya lebih terarah sehingga akan

diperoleh ketajaman analisis.
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Oleh karena itu, sesuai dengan perumusan masalah diatas, penulis lebih
meneliti tentang penerapan yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No..13 tahun
2003 yang dilaksanakan di Pusat Perbelanjaan Ramayana dan PT. Suann Ruber Di

yang berada di kota Palembang.
D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui sejauh mana Penerapan Pasal 88 Undang-Undang No.13
tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Beberapa Perusahaan di Kota

Palembang.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat faktor penghambat di dalam
implementasi pasal 88 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan pada beberapa perusahaan yang ada di kota Palembang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan dapat
diambil manfaatnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum

ketenagakerjaan pada khususnya
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2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
perusahaan, kalangan praktisi ketenagakerjaan termasuk masyarakat sebagi buruh
yang perlu dilindungi haknya dalam memperoleh penghasilan yang memenuhi

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dapat ditempuh penulis dalam
memecahkan suatu persoalan yang menjadi objek penelitian. Untuk membahas

permasalahan tersebut mak digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Yang menyangkut

pelaksanaan Pasal 88 Undang-Undang No.13 tahun 2003

2. Sumber Data

Secara umum, sumber data dalam penelitian ini dibedakan antara data yang

diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan data yang diperoleh dari bahan

pustakanya (data sekunder)
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- Data Primer yaitu suatu cara penelitian dan pengumpulan data dengan
jalan mengadakan wawancara langsung dan tanya jawab secara mendalam
maupun tidak langsung dengan pihak-pihak terkait (Field Research) di

P.T Ramayan dan P.T Sunan Ruber.

- Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian
kepustakaan/dokumentasi yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-
buku dan bahan tertulis lainya yang ada hubungannya dengan permasalahan
diatas (Library Research) yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan serta pendapat para ahli hukum, khususnya dibidang
hukum perburuhan dan pengetahuan lainnya yang relevan dengan pokok

permasalahan.
4. Lokasi Penelitian

Dalam hal menunjang penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi
penelitian di Pusat Perbelanjaan Ramayana Palembang dan PT. Sunan Ruber.
Penelitian ini dilakukan di Palembang, dikarenakan kedua perusahaan ini cukup

mewakili untuk memproleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
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5. Analisis Data

Terhadap data yang diperoleh, akan dilakukan analisis data secara sistematis
kualitatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Data primer dideskripsikan/diuraikan

dengan mengacu pada peraturan di bidang kajian ini.

Dari analisis yang sedemikian ini diharapkan dapat ditarik kesimpulan
mengenai pelaksanaan pengupahan yang layak bagi kemanusiaan sehingga

mendapatkan gambaran yang jelas.
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